
 
 

KEPALA DESA WARULOR 
KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN 

 
PERATURAN DESA WARULOR  

NOMOR 1 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WARULOR, 

 
Menimbang :     a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Bupati 

Pekalongan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2024; 

b.nbahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a. telah 
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Warulor tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; 

 
Mengingat :         1.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Pekalongan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
 
 
 
 
 
 
 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5694); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 53); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 89); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496); 

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, 
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan 
Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa 
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana 
Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
960); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK .07/ 2022 tentang 
Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 1295); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2018 Nomor 4); 

20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
Nomor 17); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
Nomor 18); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 
2015 tentang tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah KabupatenPekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 
Nomor72); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan 10 Tahun 2017 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 
58); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 
73); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 
2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Nomor 74); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat 
Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 
81); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, 
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 
82); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 123); 

31. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan 
Tahun 2017 Nomor 70); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan 
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5); 

33. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59); 

34. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60); 

35. Peraturan Desa Warulor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan 
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Warulor (Lembaran Desa 
Warulor Tahun 2017 Nomor 5); 

36. Peraturan Desa Warulor No 4 Tahun 2018 Tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Warulor 
Tahun 2018 Nomor 4)  

37. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022–2028 
(Lembaran Desa Warulor Tahun 2022 Nomor 3); 

38. Peraturan Desa Warulor Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Warulor 
Tahun 2024 Nomor 5). 

 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARULOR 

dan 
KEPALA DESA WARULOR 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DESA WARULOR TENTANG LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 

a. Camat adalah Camat Wiradesa; 

b. Desa adalah Desa Warulor; 

c. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan; 

d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan 
Pemerintah Desa; 

e. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan permusyawaratan Desa Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui; 

f. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai 
unsure penyelanggara Pemerintah Desa; 

g. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 
panatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian 
keuangan Desa; 

h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 
 
 
 
 
 
 

i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah 



Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa; 

j. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya 
disingkat ADD adalah Dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada 
Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten  Pekalongan  Tahun  Anggaran  
2023,  guna  mendukung, memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan 
Pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa; 

k. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih; 

l. Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai 
kekayaan bersih; 

m. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 
maupun pada tahun-tahun berikutnya; 

n. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 
pembiayaan. 
 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 2 
 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 

a. Anggaran 

b. Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Anggaran 
Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang 

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Anggaran 
Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
Anggaran 
Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang 

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Anggaran 
Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang 

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat 
dan Mendesak Desa 
Anggaran 
Realisasi 
Selisih Lebih/Kurang Jumlah 

Belanja Desa 
a. Anggaran 
b. Realisasi 

Selisih Lebih/Kurang 

Rp 1.434.581.831,00 
Rp 1.434.729.684,00 
Rp ,00 

 
 
Rp 511.429.444,00 
Rp 509.444.417,00 
Rp 1.985.027,00 

 
Rp     742.274.250,00 
Rp     742.274.850,00 
Rp                ,00 

 
Rp 68.555.000,00 
Rp 68.555.000,00 
Rp ,00 

 
Rp 16.150.000,00 
Rp 16.150.000,00 
Rp ,00 

 
 
Rp 97.200.000,00 
Rp 97.200.000,00 
Rp ,00 

 
Rp 1.435.608.694,00 
Rp 1.433.623.667,00 
Rp 1.985.027,00



Surplus/Defisit   Rp 1.106.017,00  

3. Pembiayaan Desa 

a. Penerimaan Pembiayaan 
Anggaran Rp 1.074.761,00 

Realisasi Rp 1.074.761,00 

Selisih Lebih/Kurang Rp 0,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan   

Anggaran Rp 0,00 

Realisasi Rp  0,00 

Selisih Lebih/Kurang Rp 0,00 

Selisih Pembiayan (a-b)     Rp 1.074.761,00   
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)    Rp  2.180.778,00  

 
Pasal 3 
 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari : 
 
1. Lampiran I Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warulor 

Tahun Anggaran 2024; 
 

Pasal 4 
 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Desa ini. 

 
BAB III PENUTUP 

Pasal 5 
 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Desa oleh Sekretris Desa. 

 
Ditetapkan di Warulor 
pada tanggal 3 Januari 2025 
 
KEPALA DESA WARULOR 
 
 
 
 

HAMZAH AMIN 
 

Diundangkan di Warulor pada 
tanggal 3 Januari 2025 
 
SEKRETARIS DESA WARULOR 
 
 
 
 

CAHYO PURNOMO 
 
Lembaran Desa Warulor Tahun 2025 Nomor 1 


